
K E P A L A 
BADAN PELINDUNGAN 

P E K E R J A MIGRAN INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

KOMUNITAS RELAWAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k mengopt imalkan penyebarluasan 

informasi , pendampingan terhadap pekerja migran 

Indonesia terkendala dan keluarganya, serta 

pencegahan penempatan ilegal pekerja migran 

Indonesia, per lu d i d u k u n g komuni tas relawan dar i 

masyarakat; 

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan 

dan Per l indungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 06 

T a h u n 2017 tentang Komunitas Keluarga B u r u h Migran 

sudah t idak sesuai dengan perkembangan h u k u m dan 

kebu tuhan penempatan dan pe l indungan pekerja 

migran Indonesia, sehingga per lu d igant i ; 
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c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu 

menetapkan Peraturan Badan Pel indungan Pekerja 

Migran Indonesia tentang Komuni tas Relawan Pekerja 

Migran Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 242, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

6141); 

2. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 263); 

4. Peraturan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 

Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 

599); 

MEMUTUSKAN: 

Mene tapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA TENTANG KOMUNITAS RELAWAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Badan i n i yang d imaksud dengan: 

1. Komuni tas Relawan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disebut Kawan PMI adalah sekelompok 

orang yang memi l ik i kepedul ian, keberpihakan, dan 

berkomitmen u n t u k membantu mempermudah akses 

pelayanan penempatan dan pel indungan pekerja migran 

Indonesia dar i aspek h u k u m , ekonomi, dan sosial 

sebelum, selama, dan setelah bekerja yang d ibentuk d i 

t ingkat masyarakat oleh Badan Perl indungan Pekerja 

Migran Indonesia. 

2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga 

kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari 

kerja yang akan bekerja d i luar negeri dan terdaftar d i 

instans i pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung 

jawab d i bidang ketenagakerjaan. 

3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara 

Indonesia yang akan, sedang, a tau telah me lakukan 

pekerjaan dengan mener ima upah d i luar wi layah 

Republ ik Indonesia. 

4. Pekerja Migran Indonesia Terkendala adalah Pekerja 

Migran Indonesia bermasalah yang mengalami 

permasalahan a tau mus ibah yang terjadi baik d i dalam 

m a u p u n d i luar negeri. 

5. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya 

disebut Keluarga adalah suami , i s t r i , anak, a tau orang 

tua termasuk hubungan keluarga karena putusan 

dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada d i 

Indonesia m a u p u n yang tinggal bersama Pekerja Migran 

Indonesia d i luar negeri. 



6. Pel indungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala 

upaya u n t u k mel indung i kepent ingan Calon Pekerja 

Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia 

dan Keluarganya dalam mewujudkan ter jaminnya 

pemenuhan haknya dalam kese luruhan kegiatan 

sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja 

da lam aspek h u k u m , ekonomi, dan sosial. 

7. Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia adalah 

penempatan nonprosedural yang mencakup segala 

upaya t indak pidana yang d i l akukan oleh orang 

perseorangan /korporasi /badan h u k u m terhadap 

Pekerja Migran Indonesia yang mengakibatkan 

terjadinya potensi perdagangan orang, eksploitasi, 

korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan 

atas harka t dan martabat manus ia , serta per lakuan 

la in yang melanggar hak asasi manusia . 

8. Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah 

nonkementer ian yang bertugas sebagai pelaksana 

kebi jakan dalam pelayanan dan Pel indungan Pekerja 

Migran Indonesia secara terpadu. 

9. Un i t Pelaksana Teknis BP2MI yang selanjutnya disebut 

UPT BP2MI adalah satuan kerja yang bersifat mand i r i 

yang melaksanakan tugas teknis operasional ter tentu 

dan/atau tugas teknis penunjang ter tentu d i 

l ingkungan BP2MI. 

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai u n s u r 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimp in 

pelaksanaan urusan pemer intahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

Pasal 2 

Kawan PMI bersifat nonpart isan. 
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BAB I I 

PEMBENTUKAN KOMUNITAS RELAWAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Pasal 3 

Kawan BP2MI d ibentuk u n t u k membantu pelaksanaan tugas 

BP2MI. 

Pasal 4 

Kawan PMI dapat d ibentuk di t ingkat: 

a. kabupaten/kota; 

b. provinsi ; dan/atau 

c. pusat, 

sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 5 

(1) Kawan PMI d i t ingkat kabupaten/kota sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 4 h u r u f a d ibentuk mela lui 

tahapan: 

a. pembentukan t i m penilai oleh Kepala BP2MI; 

b. survei dan penilaian terhadap potensi 

pembentukan Kawan PMI; 

c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait 

rencana pembentukan Kawan PMI; dan 

d. penetapan pembentukan Kawan PMI oleh Kepala 

BP2MI. 

(2) Penilaian terhadap potensi pembentukan Kawan PMI 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b d i l akukan 

oleh t i m penilai dengan mempert imbangkan: 

a. j u m l a h Calon Pekerja Migran Indonesia; 

b. j u m l a h purna Pekerja Migran Indonesia; 

c. j u m l a h Pekerja Migran Indonesia Terkendala; 

d. j u m l a h komuni tas Pekerja Migran Indonesia d i 

wi layah kabupaten/kota; 



- 6 -

e. keberadaan paralegal dan/atau m i t ra kerja 

Pel indungan Pekerja Migran Indonesia; 

f. keberadaan pegiat Pekerja Migran Indonesia; 

g. peraturan dan/atau kebi jakan pemerintah desa 

dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait 

Pel indungan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau 

h . ketersediaan lokasi sekretariat Kawan PMI. 

(3) Kawan PMI d i t ingkat kabupaten/kota sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) memi l ik i s t r u k t u r kepengurusan 

yang terd ir i atas: 

a. ketua; 

b. sekretaris; dan 

c. divisi. 

(4) S t ruk tu r kepengurusan Kawan PMI sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan 

Kepala BP2MI. 

Pasal 6 

(1) Pembentukan dan penentuan kepengurusan Kawan PMI 

d i t ingkat provinsi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 

4 h u r u f b d i l akukan berdasarkan rekomendasi hasi l 

musyawarah Kawan PMI t ingkat kabupaten/kota . 

(2) Kawan PMI d i t ingkat provinsi sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) memi l ik i s t r u k t u r kepengurusan terdir i 

atas: 

a. ketua; 

b. sekretaris; dan 

c. divisi. 

(3) Hasil musyawarah t ingkat kabupaten / kota 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d isampaikan 

kepada Kepala BP2MI u n t u k d i te tapkan dengan 

Keputusan Kepala BP2MI. 



Pasal 7 

Pembentukan Kawan PMI d i t ingkat pusat sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 4 h u r u f c d i l akukan mela lui 

musyawarah t ingkat provinsi sekaligus u n t u k 

menentukan kepengurusan. 

Kawan PMI di t ingkat pusat sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) memi l ik i s t r u k t u r kepengurusan yang 

terd ir i atas: 

a. ketua u m u m ; 

b. sekretaris; dan 

c. divisi. 

Hasi l musyawarah t ingkat prov insi sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d isampaikan kepada Kepala 

BP2MI u n t u k d i tetapkan mela lu i keputusan Kepala 

BP2MI. 

Pasal 8 

Pengurus Kawan PMI merupakan bagian penggerak 

Kawan PMI. 

Penggerak Kawan PMI terd i r i atas anggota a tau 

pengurus Kawan PMI yang memi l i k i kepedul ian 

memban tu dan mempermudah akses layanan 

penempatan dan pe l indungan Pekerja Migran Indonesia 

dar i aspek h u k u m , ekonomi, dan sosial baik sebelum, 

selama, dan setelah bekerja. 

Penggerak Kawan PMI sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) dapat berasal dar i : 

a. Calon Pekerja Migran Indonesia; 

b. Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; 

c. p u r n a Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; 

d. paralegal yang berdomisi l i d i wi layah Kawan PMI 

dan sekitarnya; 

e. pegiat Pekerja Migran Indonesia; dan/atau 

f. tokoh pemuda/tokoh masyarakat/tokoh 

agama/tokoh adat. 
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(4) Penggerak Kawan PMI harus memenuh i persyaratan: 

a. memi l i k i perhat ian, kepedul ian, dan komi tmen 

Pel indungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, 

pengurus/anggota komuni tas Pekerja Migran 

Indonesia, memi l ik i je jar ing a tau akses ke 

masyarakat/komuni tas , serta instansi/lembaga 

la innya, a tau memi l ik i dedikasi dalam membangun 

Kawan PMI; dan 

b. b u k a n merupakan anggota a tau pengurus parta i 

po l i t ik ter tentu. 

Pasal 9 

(1) Penetapan penggerak Kawan PMI sebagai pengurus 

Kawan PMI d i laksanakan mela lu i tahapan: 

a. t i m peni lai me lakukan survei dan peni laian calon 

penggerak Kawan PMI berdasarkan persyaratan 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 8 ayat (4); 

b. berdasarkan hasi l survei dan penilaian 

sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a, t i m 

mengajukan rekomendasi kepada Kepala BP2MI; 

dan 

c. Kepala BP2MI member ikan persetujuan dan 

menetapkan penggerak Kawan PMI sebagai 

pengurus dengan Keputusan Kepala BP2MI. 

(2) Kepala BP2MI dapat memberhent ikan seseorang sebagai 

pengurus Kawan PMI apabila: 

a. t e rbuk t i i k u t ter l ibat da lam Penempatan Ilegal 

Pekerja Migran Indonesia; 

b. t e rbuk t i me lakukan t indak pidana dengan ancaman 

h u k u m a n pal ing singkat 5 (lima) t a h u n ; 

c. t e rbuk t i menjadi anggota/pengurus parta i po l i t ik 

te r tentu ; dan/atau 

d. t e rbuk t i i k u t ter l ibat dalam organisasi terlarang. 
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(3) Kepala BP2MI menetapkan pengganti terhadap 

pengurus yang d iberhent ikan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2) berdasarkan usu l an dar i pengurus la in. 

BAB I I I 

KEGIATAN KOMUNITAS RELAWAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Pasal 10 

Kawan PMI mempunya i tugas membantu BP2MI dalam 

melaksanakan kegiatan: 

a. penyebarluasan informasi ; 

b. pendampingan Pekerja Migran Indonesia Terkendala 

dan Keluarga; dan 

c. pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran 

Indonesia. 

Pasal 11 

(1) Kegiatan penyebarluasan informasi sebagaimana 

d imaksud pada Pasal 10 h u r u f a d i laksanakan dalam 

ben tuk pemberian informasi mengenai: 

a. peluang kerja d i luar negeri; 

b. peraturan perundang-undangan terkai t 

penempatan dan Pel indungan Pekerja Migran 

Indonesia termasuk pera turan perundang-

undangan d i negara t u j u a n penempatan; 

c. prosedur dan persyaratan bekerja ke luar negeri; 

dan 

d. lembaga penempatan dan lembaga pendukung 

penempatan. 

(2) Informasi mengenai peluang kerja d i luar negeri 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a me l iput i : 

a. jenis dan jabatan pekerjaan; 

b. persyaratan; 
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c. kondis i a tau adat ist iadat negara tu juan 

penempatan; dan 

d. pembiayaan penempatan. 

Informasi mengenai prosedur dan persyaratan bekerja 

ke luar negeri sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f c me l iput i : 

a. pe lat ihan/peningkatan kual i tas ; 

b. pendaftaran; 

c. seleksi; 

d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 

e. penandatanganan perjanjian penempatan; 

f. pendaftaran kepesertaan j a m i n a n sosial; 

g- pengurusan visa kerja; 

h . or ientasi pra pemberangkatan; 

i . penandatangan perjanjian kerja; dan 

j - pemberangkatan. 

Pasal 12 

Kegiatan pendampingan Pekerja Migran Indonesia 

Terkendala dan Keluarga sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 10 h u r u f b me l iput i : 

a. pendampingan penanganan kasus; 

b. pendampingan kepulangan Pekerja Migran 

Indonesia Terkendala; dan 

c. pendampingan pencegahan Penempatan Ilegal 

Pekerja Migran Indonesia. 

Pendampingan penanganan kasus sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f a me l iput i : 

a. mendata dan meneruskan pengaduan kepada UPT 

BP2MI; 

b. mengumpu lkan dokumen pendukung penanganan 

masalah; dan 

c. member ikan informasi terkai t penanganan 

permasalahan. 
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ÎS) Pendampingan kepulangan Pekerja Migran Indonesia 

Terkendala sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 

b me l iput i : 

a. me lakukan penelusuran alamat dan informasi 

keluarga; 

b. mengumpu lkan dokumen pendukung ; 

c. me lakukan penelusuran ah l i waris ; 

d. berkoordinasi dengan pemer intah daerah asal; dan 

e. me lakukan pendampingan bagi Pekerja Migran 

Indonesia dan Keluarga yang m e m b u t u h k a n 

pelayanan rehabi l i tasi dan reintegrasi. 

(4) Pendampingan pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja 

Migran Indonesia sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f c d i l akukan dengan membantu member ikan 

advokasi yang berkai tan dengan ind ikas i adanya 

Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia. 

(5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), Kawan PMI dapat bekerja sama dengan 

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait . 

(6) Kawan PMI berkewajiban membuat laporan 

pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bu lan 

kepada Kepala UPT BP2MI dengan tembusan Kepala 

BP2MI a tau pejabat yang berwenang. 

Pasal 13 

Kegiatan pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran 

Indonesia, sebagaimana d imaksud pada Pasal 10 h u r u f c 

me l iput i : 

a. member ikan informasi bekerja ke luar negeri yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan kepada masyarakat d i l ingkungan tempat 

t inggalnya; 
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b. member ikan informasi mengenai ind ikas i adanya 

Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia kepada 

Kepala UPT BP2MI a tau pejabat yang berwenang d i 

BP2MI; dan 

c. memban tu pengumpulan bahan dan keterangan 

ind ikas i Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia. 

BAB IV 

PEMBINAAN 

Pasal 14 

(1) BP2MI melakukan pembinaan terhadap kegiatan Kawan 

PMI sejak ditetapkan menjadi Kawan PMI. 

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), BP2MI dapat bekerja sama dengan 

kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah 

provinsi / kabupaten / kota. 

(3) Pembinaan kepada Kawan PMI d i l akukan dalam 

bentuk : 

a. pembekalan kepada penggerak Kawan PMI; 

b. peningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi; 

c. peningkatan kapasitas penggerak Kawan PMI; 

d. peningkatan kual i tas sumber daya manusia ; dan 

e. fasil itasi f o rum konsul tas i/koordinas i . 

(4) Mater i pembinaan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 

pal ing sedikit terdir i atas: 

a. kelembagaan BP2MI; 

b. in formasi peluang kerja luar negeri; 

c. peraturan perundang-undangan terkai t 

penempatan dan Pel indungan Pekerja Migran 

Indonesia; 

d. program penempatan dan Pel indungan Pekerja 

Migran Indonesia dan Keluarga; 

e. prosedur pengaduan dan penanganan kasus serta 

pendampingan h u k u m ; 
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f. pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran 

Indonesia dan t indak p idana perdagangan orang; 

g. prosedur pendampingan pemulangan, rehabi l i tasi , 

dan reintegrasi; 

h . pengenalan sistem komputer isas i Pel indungan 

Pekerja Migran Indonesia yang d igunakan dalam 

pelayanan penempatan dan Pel indungan Pekerja 

Migran Indonesia; 

i . pedoman penyusunan rencana aksi dan pelaporan 

kegiatan Kawan PMI; 

j . pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 

narko t ika dan zat ad ik t i f la innya; 

k. penguatan pemahaman ideologi Pancasila u n t u k 

pencegahan paham radikal isme; dan 

1. pengorganisasian komuni tas . 

BAB V 

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Pasal 15 

BP2MI mela lu i Deput i masing-masing kawasan 

melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 

keberlangsungan kelembagaan, program, dan kegiatan 

Kawan PMI setiap 3 (tiga) bu lan dan/atau sewaktu-

w a k t u j i k a d iper lukan. 

Deput i masing-masing kawasan melaporkan hasi l 

pemantauan dan evaluasi kepada Kepala BP2MI. 
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Badan in i mu la i ber laku, komuni tas 

keluarga b u r u h migran yang d ibentuk berdasarkan Peraturan 

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perl indungan 

Tenaga Kerja Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang 

Komunitas Keluarga B u r u h Migran harus menyesuaikan 

dengan ketentuan dalam Peraturan Badan in i pal ing lama 3 

(tiga) bu lan sejak Peraturan Badan i n i mu la i ber laku. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Badan in i mu la i ber laku, Peraturan 

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perl indungan 

Tenaga Kerja Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang 

Komuni tas Keluarga B u r u h Migran (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 481), d icabut dan dinyatakan 

t idak ber laku. 

Pasal 18 

Peraturan Badan in i mula i ber laku pada tanggal 

d iundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 

pengundangan Peraturan Badan i n i dengan penempatannya 

dalam Beri ta Negara Republik Indonesia. 

Di te tapkan d i Jakar ta 

pada tanggal 11 Februar i 2022 

KEPALA 

BADAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

t t d . 

BENNY RHAMDANI 

D iundangkan d i Jaka r t a 

pada tanggal 11 Februar i 2022 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

t t d . 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 173 

NIP. 19650515 199403 1 001 


